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PENGERTIAN

UU NO. 41/2004

Wakaf adalah perbuatan hukum
wakif untuk memisahkan
dan/atau menyerahkan
sebagian harta benda miliknya
untuk dimanfaatkan selamanya
atau untuk jangka waktu
tertentu sesuai dengan
kepentingannya guna keperluan
ibadah dan/atau kesejahteraan
umum menurut syariah.

PP NO. 28.1997

Wakaf adalah Perbuatan hukum
seseorang atau badan hukum
yang memisahkan sebagian dari
harta kekayaannya yang berupa
tanah milik dan melembagakan-
nya untuk selama-lamanya
untuk kepentingan peribadatan
atau keperluan umum lainnya
sesuai dengan ajaran agama
Islam.



Memisahkan

Memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda
miliknya (UU Wakaf) atau memisahkan sebagian dari harta
kekayaannya (PP NO. 28/1977) adalah pemisahan harta
kekayaan seseorang (Wakif) dari seluruh harta kekayaan
miliknya, untuk dijadikan wakaf sehingga pengelolaannya
tidak lagi oleh pemiliknya, melainkan kepada siapa harta
kekayaan itu diserahkan (Nazhir).

Jadi dengan demikian, dalam wakaf tidak terjadi peralihan
kepemilikan. Dan ini adalah urgensi pertama sertifikasi tanah
wakaf. Sertifikat wakaf tidak menggambarkan adanya
peralihan hak atas tanah, melainkan hanya perubahan jenis
hak, dari Hak Milik menjadi Wakaf.



HADIS WAKAF UMAR BIN KHATTAB RA.

Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu ‘Anhu, ia berkata:
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URGENSI SERTIFIKASI

u‘ Jika
M Kamu Mau
MIVFREN Kamu Tahan
LGJ*“ Pokoknya
‘1‘54"433 Dan Kamu Sedekahkan

& Dengannya (Hasil Panennya)



Jika Kamu Mau

“Jika kamu mau” di sini berarti bahwa wakaf itu adalah
“Tidak Wajib”, melainkan pilihan (hukumnya Sunnah).

“Jika kamu mau” juga berarti bahwa wakaf ini bisa
berlaku selamanya, bisa juga berjangka atau dalam
waktu sementara.

“Jika kamu mau, tahan pokoknya”, ini berhubungan
kepemilikan, artinya bila “pokoknya ditahan” maka hak
kepemilikan tetap ada pada pemilik tanah, akan tetapi
bila “pokoknya tidak ditahan” maka hak kepemilkan
beralih kepada pihak lain (terjadi peralihan hak atau
pelepasan hak atas tanah tsb).



Tahan Pokoknya

Di negara kita, satu2nya cara untuk “menahan pokoknya”
tanah yang diwakafkan adalah dengan “Sertifikat Wakaf”.

“Ditahan” maksudnya adalah ditahan dari peralihan hak.
AIW bukanlah akta peralihan hak atas tanah. Dan PPAIW
bukanlah pejabat pembuat akta tanah, yang berwenang
membuat akta peralihan hak atas tanah.

“Ditahan pokoknya” juga berarti si Wakif “tidak sedang
melepaskan haknya” atas tanah miliknya, kepada siapapun,
termasuk kepada negara apalagi kepada Nadzir.

Pada buku tanah di Kantah, hanya dicatat bahwa tanah
milik tsb. Diwakafkan oleh pemiliknya (tidak ada catatan
baliknama atau peralihan hak atau pelepasan hak atas
tanah tsb.



Tahan Pokoknya

Jadi “tahan pokoknya” adalah urgensi dari sertifikasi wakaf.
Bahkan “tahan pokoknya” adalah URGENSI WAKAF itu
sendiri. Artinya, tiada wakaf tanpa “menahan pokoknya”.

Urgensi lain sertifikasi wakaf, selain “menahan pokoknya”
adalah adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum
bagi pemegang hak (Wakif) dan pengelola (Nadzir).

Sebagai informasi bagi pihak lain yang berkepantingan
termasuk pemerintah, agar dengan mudah dapat diperoleh
data atas tanah2 wakaf.

Sebagai alat bukti telah terjadinya wakaf, atas tanah tsb.
Tertib administrasi pertanahan



PROBLEMATIKA

Sertifikasi tanah wakaf yang ditandai dengan terbitnya Sertifikat
Wakaf adalah hasil akhir dari proses pendaftaran AIW. Artinya,
problematika sertifikasi tanah ada pada PPAIW dan Kantah.

Harus diakui bahwa PPAIW bukanlah pejabat pembuat akta tanah,
sehingga tida terlalu familiar dengan pekerjaan bidan pertanahan

Dua jabatan/profesi yang selalu berhubungan dengan urusan
pertanahan adalah Notaris dan PPAT, tetapi mereka bukan PPAIW.
Sehingga apabila Notaris dan atau PPAT diminta untuk mengurus
wakaf, maka bisa jadi diarahkan kepada Akta Hibah.

Apabila ada tanah wakaf yang telah terdaftar (memiliki Sertifikat
Wakaf), karena satu dan lain hal akan dilakukan ruislag, maka siapa
yang berwenang melakukan perbuatan hukum atas ruislag
tersebut?

Apa hak dan kewajiban Wakif setelah terbit Sertifikat Wakaf atas
tanah yang telah diwakafkannya?



SOLUSI & REKOMENDASI

Penyatuan langkah, kerjasama kelembagaan
antara Kemenag, Kementerian ATR & BPN, serta
Badan Wakaf Indonesia, untuk kemudahan
sertifikasi tanah wakaf tsb.

KUA sebagai PPAIW perlu membentuk
manajamen sendiri khusus untuk urusan wakaf

tanah

Perlu dibuat jalur khusus sertifikasi tanah wakaf,
seperti PTSL

Mengangkat Notaris/PPAT sebagai Pejabat
Pembuat Akta Ikrar Wakaf.



AKIBAT HUKUM
SETELAH SERTIFIKASI WAKAF

* Terjadi Perubahan Jenis Hak : Dari Tanah Hak Milik menjadi
Tanah Wakaf.

* Wakaf bukan media pemindahan/peralihan hak. Dalam Pasal
37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 disebutkan: “Pemindahan
hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui
jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perseroan
perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya,
kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftar
kan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang

berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.”



AKIBAT HUKUM
SETELAH SERTIFIKASI WAKAF

* Perubahan jenis hak, dari Tanah Hak Milik menjadi Tanah
Wakaf bersifat Right to Use, artinya Nadzir yang diserahi
tanah wakaf hanya mempunyai hak untuk mengelola dan

mempergunakan tanah untuk berbagai kepentingan yang
disebutkan dalam AIW.

* Perubahan jenis hak, dari Tanah Hak Milik menjadi Tanah
Wakaf bersifat NON Right of Disposal, artinya Tanah Hak
Milik yang telah diwakafkan pemiliknya TIDAK BOLEH
dialihkan ataupun dijadikan jaminan utang.

* Hak dan Kewajiban pemilik hak atas tanah berubah
(bukan hilang tetapi berubah).
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